PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a.

Mengingat : |

bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang
aman, tentram dan tertib serta guna mencapai
penyelenggaraan  pemerintahan  pembangunan dan
kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu peningkatan
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya;

bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat
berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada
petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur dalam
melaksanakan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939 tentang

Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah Kesatu dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nonmor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat
dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan
Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Nomor 705);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 3);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah
dalam memelihara dan menyelengarakan ketertiban
umum, ketenteraman masyarakat, menegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah serta Perlindungan Masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai
Aparat Pemerintah Daerah yang bertugas menegakan
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.

7. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya
disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi
Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas menegakan
Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum
terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaran ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman bagi Satpol
PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan
kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.



Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman
pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah serta penyelenggaraaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam  melaksanakan  tugas
operasional berpedoman pada SOP Satpol PP, sebagaimana
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

SOP Satpol PP meliputi :

a. standar operasional prosedur penegakan Peraturan
Daerah;

b. standar operasional prosedur Kketertiban umum dan
ketenteraman Masyarakat;

c. standar operasional prosedur pelaksanaan penanganan
unjuk rasa dan kerusuhan massa;

d. standar operasional prosedur pelaksanaan pengawalan
pejabat/orang-orang penting;

e. standar operasional prosedur pelaksanaan tempat-tempat
penting; dan

f. standar operasional prosedur pelaksanaan operasional
patroli.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut Bupati
Pangkajene dan Kepulauan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tangga] I 3w 206

BUPATI
PANGKAJENE D PULAUAN,

SUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

AR RECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR









